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ABSTRACT

The present study focuses on analyzing the incompatibility of the Protected
Rice Field Map with the Detailed Urban Spatial Plan on the Tourism Sector. The
analysis employs the Spatial Buffering method and Spearman Correlation analysis.
The methodology is employed to assess the incongruity between paddy fields and
the surrounding area of the tourism buffer, which is incorporated within the radius
of direct and indirect influence on the tourism sector. The findings of the analysis
indicate that LSD mismatches continue to be influenced by the tourism sector,
though to a relatively modest extent, as evidenced by the Spearman analysis test,
wherein the p-value resides within the medium positive correlation category. The
objective of this analysis is to identify priority areas, particularly villages within
the tourism buffer radius. This will enable the formulation of strategic and effective
land management strategies to support the tourism sector and facilitate spatial
planning. The study's findings offer valuable insights and reference material for
regional planners and policymakers, assisting them in the optimization of land use.
It is imperative to mitigate the adverse ramifications of spatial incongruities to
facilitate the realization of sustainable tourism development and regional

advancement.

Keywords: The following factors have been identified: non-conformity, protected

rice fields, an urban spatial plan, and tourism.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB yang merupakan wupaya
menyejahterakan masyarakat yang terdiri dari 17 tujuan dan sasaran global
sampai tahun 2030. menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian dan
ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan
masyarakat. orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan percepatan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedikit banyaknya dapat mempengaruhi
ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cenderung bias perkotaan (urban
bias) serta diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian. Efek
penetasan (trickle down effect) yang semula diharapkan terjadi, malah sebagian
menimbulkan terjadinya transfer sumber daya secara tidak seimbang dari
wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan (Igbal & Anugrah, 2009). Hal ini dapat
menyebabkan perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dan masyarakat
kota. Tingginya tingkat urbanisasi dan ketidakmampuan kota untuk menyerap
kelebihan tenaga kerja dari desa menyebabkan berbagai masalah muncul di
kawasan perkotaan.

Lahan pertanian atau persawahan telah dialih fungsikan menjadi lahan
industri, perumahan dan permukiman yang menyebabkan produksi beras
nasional akan terus menurun (Dewi & Rudiarto, 2013). Alih fungsi lahan
tersebut berdampak pada; (1) berkurangnya lahan sawah produktif, yang
bertentangan dengan tujuan mencapai kemandirian pangan; (2) terjadinya
peningkatan terhadap impor bahan pangan; (3) terjadi kenaikan harga pangan;
(4) menurunnya jumlah peluang kerja dalam sektor pertanian; (5) bertambahnya
buruh tani dan petani gurem; dan (6) meningkatnya kerentanan sosial dan
pengangguran di daerah pedesaan (Sutaryono, 2023).

Kebijakan dalam mengatasi alih fungsi lahan sawah telah di tingkatkan

dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang



Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan presiden tersebut dikeluarkan
dengan tujuan untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang
dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah
untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih fungsi
lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak
mengalihfungsikan lahan sawahnya; (4) menyediakan data dan informasi lahan
sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan
tersebut kemudian mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki
tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah Dilindungi.
Untuk mempercepat implementasi tersebut Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan Menko Perekonomian
Nomor 224 Tahun 2020 tentang tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Terpadu.

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi menjadi acuan dalam pengendalian
alih fungsi lahan sawah oleh Menteri ATR/BPN. Implementasi Perpres 59 Tahun
2019 dimulai pada 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di
8 propinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, Jateng, D.I.
Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan
verifikasi di 12 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu,
Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar dan Sulsel) tahun 2020 dan 13 provinsi
(Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulut,
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat) pada 2021.
Hasil verifikasi dan klarifikasi 20 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan
Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Aceh,
Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel,
Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut kemudian akan ditetapkan menjadi Lahan
Sawah yang Dilindungi pada 2021. Kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi
yang selanjutnya disebut LSD yang ditetapkan di Kabupaten Pangandaran
berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN tersebut yaitu, seluas 18.536,35
ha.



Potensi sektor pertanian tidak hanya sebatas mengatasi cadangan pangan
pada suatu wilayah untuk mencapai ketahanan pangan. Potensi lain dari sektor
pertanian salah satunya adalah mendorong sektor pariwisata. Kabupaten
Pangandaran, yang dikenal akan keindahan alam dan potensi budayanya,
menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan
pariwisata dan pelestarian lahan pertanian. Lahan sawah yang dilindungi
berperan penting dalam ketahanan pangan dan kesinambungan ekosistem lokal,
sehingga perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Lahan sawah tidak
hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai penyangga
ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati.

Kabupaten Pangandaran memiliki kebijakan yang berbeda dengan wilayah
lain terkait dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Rencana Detail
Tata Ruang Perkotaan (RDTR). RDTR perkotaan Kabupaten Pangandaran diatur
dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 sementara LSD di
tetapkan berdasarkan Kepmen ATR/BPN pada tahun 2021. Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) seharusnya dapat mengintegrasikan kepentingan perlindungan
lahan pertanian. Namun, dalam praktiknya RDTR di masih belum
mempertimbangkan kepentingan pertanian secara optimal. Hal ini terlihat dari
alokasi LSD untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, yang berpotensi
mengancam keberlangsungan lahan.

Lahan Sawah yang Dilindungi berperan penting dalam mendukung
ketahanan pangan lokal. Namun, tantangan besar muncul ketika RDTR
Perkotaan tidak sejalan dengan perlindungan lahan sawah tersebut, yang dapat
mengancam keberlanjutan pertanian di daerah ini. RDTR Perkotaan di
Kabupaten Pangandaran diterbitkan pada tahun 2022 sedangkan Lahan Sawah
yang Dilindungi (LSD) sudah ada pada tahun 2021 seharusnya dapat
mempertimbangkan keberadaan lahan sawah dilindungi agar tidak terjadi
konflik penggunaan lahan. Ketidakselarasan ini dapat mengakibatkan perizinan
yang tidak jelas dan potensi sengketa lahan di masa depan. Dalam konteks ini,
penting untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian LSD

dengan rencana tata ruang yang ada.



Akhirnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi referensi untuk
perencanaan tata ruang yang lebih baik di Kabupaten Pangandaran, yang dapat
menyeimbangkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan

kebutuhan akan lahan pertanian.

. Rumusan Masalah

Adanya disharmoni kebijakan antara permintaan pembangunan
infrastruktur pengembangan wisata dengan peningkatan produksi pangan guna
mencapai kesejahteraan masyarakat yang melalui salah satu fokus utama dari
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan yang ditetapkan yaitu, perlindungan lahan pertanian dan
ketahanan pangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka terdapat
beberapa rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut yang telah di buat
oleh peneliti. Dari uraian permasalahan di atas dapat dijelaskan rumusan
masalahnya yaitu :

1) Bagaimana ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dengan
Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di Kecamatan Pangandaran ?

2) Bagaimana dampak dari ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi
dengan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan terhadap sektor pariwisata di
Kecamatan Pangandaran?

3) Bagaimana rekomendasi terhadap dampak dari ketidaksesuaian Lahan
Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan

terhadap sektor pariwisata di Kecamatan Pangandaran?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

a.

Mengetahui Sebaran ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR Perkotaan
di Kecamatan Pangandaran.
Mengetahui dampak ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Perkotaan
di Kecamatan Pangandaran.

Memberikan rekomendasi terhadap upaya penyelesaian dampak dari

ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Perkotaan.

Manfaat penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

a.

Manfaat akademis

Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dalam kajian informasi
terkait kesesuaian LSD terhadap RDTR Perkotaan.
Manfaat praktis

Dapat memberikan solusi terkait dengan strategi meningkatkan
sinergi dan evaluasi tinjauan kembali terkait kesesuaian lahan sawah
dilindungi serta terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian alih

fungsi lahan sawah



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yan telah dilakukan, dapat

disimpulkan beberapa hal hal sebagai berikut;

1. Tingkat ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Perkotaan yang dilakukan dengan
analisis spasial menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang cukup
signifikan antara LSD dengan RDTR Perkotaan. Ketidaksesuaian tersebut
terutama terjadi pada kawasan yang memiliki potensi wisata yang tinggi, dimana
RDTR mengarahan pengembangan infrastruktur pariwisata pada lahan yang

ditetapkan sebagai LSD.

2. Dampak Ketidaksesuaian terhadap di sektor pariwisata dengan adanya
ketidaksesuaian ini terindikasi menimbulkan berbagai dampak, antara lain
konflik kebijakan antara pusat dan daerah, ketidakpastian perizinan, serta
potensi kerugian dalam berinvestasi. Selain itu, dengan kondisi tersebut dapat
menghambat pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan

melemahkan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif

3. Upaya penyelesaian dan alternatif solusi dari ketidaksesuaian diperlukan
pendekatan yang menyeluruh elalui verifikasi ulang peta LSD, dan juga revisi
RDTR, dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Salah satu solusi strategis
adalah pengembangan pariwisata berbasis agrowisata yang mengintegrasikan
aspek pelestarian lahan sawah dan peningkatan ekonomi melalui wisata alam,

edukasi, dan budaya.
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. Saran

. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan
sinkronisasi kebijakan LSD dan RDTR secara berkala melalui forum koordinasi
lintas sektor pusat serta daerah untuk mencegah tumpang tindih pengaturan
ruang.

. Penguatan Regulasi dan Pengawasan diperlukan peningkatan pengawasan serta
penegakan regulasi terhadap pelanggaran penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan peruntukannya, khususnya pada kawasan LSD.

. Pemanfaatan Lahan Secara Adaptif pengembangan agrowisata dengan
pendekatan 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas) dapat menjadi strategi
alternatif untuk tetap melestarikan fungsi sawah sambil mendorong
pertumbuhan sektor pariwisata.

. Pengembangan Peta Tematik Terpadu Pemerintah daerah disarankan untuk
menyusun peta tematik terpadu antara LSD, RDTR, dan aset wisata sebagai
dasar perencanaan yang presisi dan akurat dalam pengambilan kebijakan

pembangunan wilayah.
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